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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Penjabaran dari Bab II dan Bab III dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Pendaftaran tanah sangat penting untuk pemegang hak atas tanah terutama 

yang kepemilikan atas tanahnya masih berupa hak Eigendom yang harus 

segera dikonversikan menjadi hak milik. Hal ini untuk menghindari 

terjadinya sengketa tanah yang saling berebut tanah bekas hak lama. 

Pemegang hak atas tanah yang masih berupa hak Eigendom memiliki 

perlindungan hukum untuk segera mengkonversi hak tersebut menjadi hak 

milik. Peraturan yang mengatur tentang hak lama adalah sebagai berikut : 

a. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-

Pokok Agraria; 

b. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran 

Tanah; 

c. Peraturan Menteri Agraria Nomor 2 Tahun 1960 tentang Pelaksanaan 

Ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria; dan 

d. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Pertanahan nasional (Permen 

Agraria/Kepala BPN) Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang 

Pendaftaran Tanah. 

2. Bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang hak Eigendom hanya 

berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Dalam 
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peraturan tersebut konversi bekas hak Eigendom masih dapat dilakukan di 

Kantor Badan Pertanahan  Nasional (BPN) dengan pemohon yang 

mengajukan konversi hak Eigendom menjadi hak milik melampirkan 

bukti-bukti tertulis yang dianggap cukup untuk dapat membuktikan 

kebenaran data fisik dan dana yuridis sebagaimana telah diuraikan dalam 

Penjelasan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 

Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Surat lainnya yang harus 

dilampirkan untuk mengkonverdi hak Eigendom menjadi hak milik adalah 

dengan membuat surat kelengkapan sebagai berikut: 

1) Surat Keterangan dari kelurahan tidak tercatat dalam buku Verponding 

Indonesia; 

2) Surat Keterangan dari Dinas Pengelolaan Tanah dan Bangunan Bukan 

merpakan Aset Pemerintah Kota; dan 

3) Persaksian Penguasaan Fisik dan Bangunan diatas Tanah Negara 

bekas Eigendom Verponding nomor Eigendom Verponding. 

 
B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang penulis temukan dari penjabaran sebelumnya 

maka penulis memberikan saran yaitu:  

a. Perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah yang masih 

berupa hak Eigendom harus diperjelas dengan pembaharuan hukum agraria 

yang mengatur apabila konversi hak Eigendom menjadi hak milik masih 

dapat dilakukan dengan pengajuan permohonan hak milik bekas hak 

Eigendom. 
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b. Perlindungan terhadap pemegang hak Eigendom masih dapat dikonversi 

menjadi hak milik (hak lama menjadi hak baru) diatur dalam Penjelasan 

Pasal 24 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 

tentang Pendaftaran Tanah dan ketentuan mengenai konversi hak lama 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan 

Dasar Pokok-Pokok Agraria mengenai ketentuan-ketentuan konversi Pasal 

1 dan Pasal 55 menyebutkan bahwa waktu untuk konversi dari hak lama ke 

hak baru diberikan waktu 20 (dua puluh) tahun sejak diterbitkannya 

undang-undang tersebut, maka dalam hal ini perlu diperhatikan terjadi 

ketidaksinambungan antara undang-undang dan peraturan pemerintah yang 

merupakan tugas dari Pemerintah untuk melakukan pembaharuan produk 

hukum yang menyesuakan dengan situasi saat ini. 
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